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OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Nomor SOP 48 Tahun 2021

Tanggal 21 Desember 2021

Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Ombudsman Republik Indonesia

Sekretaris Jenderal,

Suganda Randapotan Pasaribu
NIP. 19730916 199311 1 001

Nama SOP Pendokumentasian Informasi Publik.

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

4. Peraturan Ombudsman
Nomor 43 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata
Kerja pada Keasistenan

Ombudsman Republik
Indonesia;

5. Peraturan Sekretaris
Jenderal Ombudsman

Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan
Sekretaris Jenderal
Ombudsman Nomor 5
Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja

1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik;
2. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan;
3. Memahami pengujian konsekuensi.

Sekretariat Jenderal

Ombudsman Republik

Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Permohonan Informasi; ATK;
2. SOP Pengelolaan Keberatan Komputer;

Atas Informasi.

Jaringan Internet;
Daftar Informasi Publik;
Buku Agenda.
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Peringatan:

Pencatatan/ Pendataan:

Keterlambatan  penyelesaian
akan menyebabkan turunnya
tingkat keterbukaan informasi
publik.

1. Dicatat pada buku register penerimaan informasi publik.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Petdma | Doreag3S | PPID | Kelengkapan | Wakts |  Output KET
1. |Menghasitkan dan Data 300 |Berkas
menyimpan hard copy terupdate Menit | Dokumen
Informasi Publik pada| ( ) dan telah Informasi
masing-masing bagian terverifikasi Publik
di Lingkungan
Ombudsman RI
2. |Menyerahkan dan ¥ Soft file 300 |Soft file
mendata soft copy [:l Menit
Informasi Publik
kepada PPID
3. |Menerima dan Soft file 300 Soft file
menyimpan soft copy k4 Menit
Informasi Publik D
dalam storage internal
PPID
Jumlah Waktu Penyelesaian 200
Menit




